
SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Indonesia
cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan
korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah
berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan
ke sej ahteraan masyarakat;

b. bahwa telah dinyatakan Corona Vints Disease 2Ol9 sebagai
Pandemic oleh World Health Organization;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2Ol9 (COVID-191, agar membentuk Gugus
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah
berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua
Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19;

d. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2Ol9 Di Lingkungan
Pemerintah Daerah, dalam melakukan langkah antisipasi
dan penanganan dampak penularan COVID-I9 Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD.

e. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 19/PMK.07 l2O2O tentang Penyaluran
dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,
dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2O2O dalam
Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2Ol9
(COVID-19), belanja wajib bidang kesehatan diarahkan
untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan
COVID-19.
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

f. bahwa berdasarkan ketentuan V nomor 28 Lampiran I

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 20 19

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O, pelaksanaan

kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak
lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum
dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan
peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara
menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
Penj abaran APBD;

g. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan
Nomor 188.451 185/KPTS/2020 tentang Penetapan Status
Siaga Darurat Bencana Non-Alam Corona Virus Disease
2019 (COVID-I9) di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan,
perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan dan/atau
penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2Ol9
di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf g perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Tapanuli Selatan Nomor 48 Tahun 20 19 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggarat 2O2O;
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 I Tahun 20 10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2077 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 604 1);

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1

tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
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1 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 20 19

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Taln.un 2O2O

tentang Percepatan Penanganan Corona Vints Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 249);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 IPMK.OT l2O2O
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2O2O dalam Rangka Penanggulangan Corona
Virus Disease 2Ol9 (COVID- J 9) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17

Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 249,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor l2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2OI9
Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Nomor 30);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 3O2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 32);
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21. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tapanuli Seiatan Nomor 24 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli
Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
(Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015
Nomor 566);

22. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 25 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli
Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 Nomor 567);

23. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 48 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 885);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI
SELATAN NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan
Nomor 48 Tahun 2Ol9 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 885)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a dan huruf b diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2O2O terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 165.382.117.860,00

b. Dana Perimbangan Rp. 1.0OO.045.629.00O,0O

c. Lain-lain Pendapatan
yang Sah Rp. 345.608.082.207,OO

JumlahPendapatan Rp. 1.511.035.829.067,00



2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp.

2) Belanja Bunga Rp.

3) Belanja Subsidi Rp.

4) Belanja Hibah Rp.

5) Belanja Bantuan Sosial Rp.

6) Belanja Bagi Hasil Rp.

7) Belanja Bantuan
Keuangan Rp.

8) Belanja Tidak Terduga Rp.

486.445.221.551,00

0,00

0,00

67.429.119.902,00

4. 125.000.000,00

5.945.000.000,00

253.984.790.000,00

2.500.o00.000,00

Rp. 25.a67.O37.168,OO

Jumlah Belanja
Tidak Langsung Rp. 82O.429.131.453,00
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Rp.

Rp.

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan
Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Langsung

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto

313.7s0.913.636,00

3a2.t8a.492.803,00

Rp. 721.aO6.443.607,00

Rp. 1.542.235.575.060,00

Rp. (31.199.745.993,00)

Rp.

Rp.

54.199.745.993,OO

23.000.000.000,00

Rp. 31.199.745.993,OO

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

3. Ketentuan Lampiran II pada organisasi Dinas Kesehatan
Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah diubah, sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran l'l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal II

mulai berlaku pada tanggalPeraturan Bupati
diundangkan.

lnl
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 18 Maret 2O2O

BUPATI TAPANULI SELATAN,

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2O2O NOMOR 920

dengan aslinya
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